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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif mahasiswa/i tentang hak 

dan kewajiban, serta apa saja hak dan kewajiban negara dan warga negara, 

dan sampai mana pemahaman para mahasiswa/i mengenai hak dan kewajiban 

negara dan warga negara. Hak dan kewajiban tentunya dimiliki oleh tiap-tiap 

individu dan kelompok. Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran 

angket (kuisioner). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban ini tentunya 

sangat penting agar hidup dalam bernegara sejahtera, penuh kenyamanan dan 
rasa aman. 

 

Kata kunci: Hak; Kewajiban; Warga Negara; Negara 

 

ABSTRACT 

This research aims to know the perspective of the students on the rights and 

obligations, and what are the rights and obligations of states and citizens, and 

to what extent the students understand about the rights and obligations of the 

state and citizens. Rights and obligations are inherent in each individual and 

group. The study was done through distribution of the angkets (questionnaires). 

The method employed in this study is a qualitative descriptive method. This 

understanding of rights and obligations is surely essential to living in a 
prosperous, comfortable, and secure country. 

 

Keywords: Rights; Obligations; Citizens; States 

 

 

PENDAHULUAN 

Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya mengetahui apa hak dan kewajiban dirinya agar tidak 

‘tersesat’. Setiap kampus seharusnya memiliki peraturan sendiri tentang hak dan kewajiban 

mahasiswanya. Tetapi, hak dan kewajiban tersebut biasanya akan mendasar pada undang-undang 

tertentu. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau 

dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya 

dapat dituntut secara paksa olehnya (Fadila & Purba, 2021). 

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi 

pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang (Yoga et al., 2021). Bahwa setiap warga negara 

memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya 
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banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu 

terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. 

Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka 

berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan 

antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang 

berkepanjangan. 

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi 

diri kita sendiri (Hartaka & Suadnyana, 2020). Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan 

kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti 

yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang 

dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera (Haifarashin et al., 2021). Hak dan 

kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk 

merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita 

karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, 

sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai 

warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk 

mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. 

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak 

warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan 

maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini 

mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk 

bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang 

lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan 

memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak 

mendapatkan hak-haknya. 

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran angket (kuisioner) sebagai media wawancara 

yang telah berisi beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada subjek penelitian. Metode yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau lagkah-langkah dalam mendapatkan 

pengetahuan ilmiah atau ilmu. Metode deskriptif digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-

sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan 

menginterprestasikannya. Penelitian kualitatif adalah penganut aliran fenomenologis, yang menitik 

beratkan kegiatan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian (describing) dan pemahaman 

(understanding) terhadap gelaja-gelaja sosial yang diamatinya. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hak dan Kewajiban 

Hak dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus didapat oleh seseorang atau sekelompok 

orang atau sebuah organisasi, instansi maupun pemerintahan Negara. Adapun kewajiban adalah segala 

sesuatu yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan 
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dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk 

Tuhan. 

Menurut Soerjono Soekanto, hak dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Hak searah atau relatif, dan 

2) Hak jamak arah atau absolut. Adapun pengelompokan kewajiban dikelompokkan menjadi lima, 

yaitu: 1) Kewajiban mutlak, 2) Kewajiban publik, 3) Kewajiban positif, 4) Kewajiban universal atau 

uumum, dan 5) Kewajiban primer. 

Sebagai individu tentunya perlu memiliki pemahaman mengenai hak dan kewajiban. Setiap 

orang tentunya memiliki pemahamannya masing-masing mengenai hak dan kewajiban itu sendiri. 

Berikut perspektif beberapa mahasiswa/i yang bersedia menjadi responden angket yang telah 

disebarkan mengenai apa itu hak dan kewajiban. 

Perspektif mengenai hak: 

1. Sesuatu yang harus didapatkan oleh individu atau kelompok. 

2. Sesuatu yang harus diterima oleh individu atau kelompok. 

3. Sesuatu yang ada setelah melakukan kewajiban. 

4. Kuasa menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. 

5. Sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dimiliki. 

6. Sesuatu yang pasti dimiliki oleh tiap individu atau kelompok. 

Perspektif mengenai kewajiban: 

1. Sesuatu yang harus dikerjakan baik oleh individu atau kelompok. 

2. Sesuatu yang dikerjakan dengan rasa tanggung jawab. 

3. Sesuatu yang dapat dituntut oleh pihak yang berkepentingan atau bersangkutan. 

4. Sesuatu yang dilakukan berdasarkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing individu atau 

kelompok. 

5. Sesuatu yang akan menghasilkan hak setelah pelaksanaannya. 

6. Pasti dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok. 

Dari jawaban para responden dapat disimpulkan bahwa, hak merupakan sesuatu yang harus 

diterima oleh seseorang dan kewajiban merupakan hal yang seharusnya seseorang lakukan. Hak 

berkaitan dengan apa yang kita miliki seperti kuasa menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya 

diterima dan dilakukan. Untuk kewajiban sendiri seseorang melakukan yang seharusnya mereka 

lakukan berdasarkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing individu. Kewajiban dilakukan 

dengan rasa penuh tanggung jawab dan prinsip. Baik hak dan kewajiban, keduanya dimiliki oleh tiap-

tiap individu atau kelompok. 

Hak dan Kewajiban Negara  

Aristoteles (Schmandt, 2002) dalam (Ramadhan, 2022), berpendapat bahwa negara adalah 

komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan 

berkecukupan. Budiardjo (2007) dalam (Nurhakim, 2017), berpendapat bahwa negara adalah suatu 

daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya 

untuk ketaatan melalui kekuasaan yang sah. 

Ada dua bentuk negara (Arifa, 2022), yaitu: 1) Negara kesatuan (unitaris). Negara kesatuan 

merupakan negara yang tersusun tunggal, negara yang hanya berdiri satu negara saja, tidak terdapat 

negara dalam suatu Negara (Raihan, 2021), dan 2) Negara Serikat (federasi). Negara Serikat merupakan 

negara gabungan dari beberapa, kemudian menjadi negara-negara bagian dari pada suatu negara serkat. 

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdiri sendiri (Hapsah, 2022). 
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Suatu negara tentunya memiliki hak dan kewajiban yang wajib didapat dan dilaksanakan. 

Pemahaman tentang hak dan kewajiban suatu negara ini penting agar kehidupan masyarakat berjalan 

dengan sejahtera, nyaman, dan aman.  

Berikut perspektif beberapa mahasiswa/i yang bersedia menjadi responden angket yang telah 

disebarkan mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban sebuah negara. 

Perspektif mengenai hak sebuah negara: 

1. Hak mendapat pengakuan hukum. 

2. Hak negara untuk menyita tanah terlantar. 

3. Hak negara untuk membuat kebijakan internal dalam menanggulangi permasalahan yang ada. 

4. Hak negara untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan dalam suatu perjanjian 

internasional 

5. Hak negara untuk ditaati segala hukum dan peraturan yang berlaku. 

Perspektif mengenai kewajiban sebuah negara: 

1. Kewajiban negara untuk melindungi warga negara. 

2. Kewajiban mensejahterakan masyarakatnya dalam berbagai aspek. 

3. Kewajiban memberikan ruang kepada masyarakat untuk bersuara. 

4. Kewajiban negara untuk merevisi undang-undang yang tidak relevan dengan perkembangan 

masyarakat. 

Dari jawaban para responden dapat disimpulkan bahwa, sebuah negara memiliki beberapa hak 

dan kewajiban. Hak negara yaitu, hak untuk ditaati segala peraturan yang ada dalam negara tersebut, 

hak untuk menyita tanah terlantar, hak negara untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan 

dalam suatu perjanjian internasional, hak negara untuk membuat kebijakan internal dalam 

menanggulangi permasalahan yang ada. Sedangkan kewajiban negara yaitu, kewajiban 

mensejahterakan dan memberikan kenyamanan masyarakatnya, kewajiban untuk melindungi warga 

negara yang berada di luar negeri, kewajiban negara untuk memberikan pendidikan, kewajiban negara 

untuk merevisi undang-undang yang tidak relevan dengan perkembangan masyarakat. Negara juga 

berkewajiban memberikan ruang kepada masyarakatnya untuk bersuara. Apalagi seperti yang kita 

ketahui Indonesia merupakan negara demokrasi. 

Hak dan Kewajiban Warga Negara 

(Abdin, 2020) berpendapat bahwa warga negara merupakan anggota negara dan mempunyai 

hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Warga negara adalah 

seseorang yang menurut hukum secara resmi menjadi anggota warga negara (Arief & Kustiwa, 2020). 

Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI 1945 yaitu 

pasal 27 sampai dengan pasal 34. Sebagai seorang warga negara tentunya kita memiliki hak dan 

kewajiban yang harus diperoleh dan dilaksanakan.  

Memiliki hak sebagai warga Negara berarti juga harus memenuhi keadilan yang telah 

ditetapkan. Menurut teori keadilan Aristoteles, ada keadilan yang diistilahkannya sebagai keadilan 

legalis, yaitu keharusan warga negara untuk taat kepada negara. Keharusan taat itulah yang menjadi hak 

negara. Dalam kehidupan sehari-hari keadilan legalis ini diterapkan misalnya kewajiban membayar 

IMB, Listrik, PBB, memiliki SIM, Pajak Kendaraan bermotor, mentaati aturan lalu lintas, dan lain-lain. 

Pemahaman terhadap hak dan kewajiban warga negara ini tentunya sangat diperlukan agar tiap-

tiap individu mengetahui apa saja hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Kristiani, 2022). 
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Berikut perspektif beberapa mahasiswa/i yang bersedia menjadi responden angket yang telah 

disebarkan mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban warga negara. 

Perspektif mengenai hak warga negara: 

1. Hak untuk hidup. 

2. Hak untuk mempertahankan kehidupan. 

3. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan, kenyamanan, dan perlindungan. 

4. Hak untuk bersuara atau memberikan aspirasi di depan publik. 

Perspektif mengenai kewajiban warga negara: 

1. Kewajiban mematuhi huium dan peraturan yang ada. 

2. Kewajiban ikut serta dalam upaya bela negara. 

3. Kewajiban menghormati hak individu lain. 

Dari jawaban para responden dapat disimpulkan bahwa, tidak hanya negara yang memiliki hak 

dan kewajiban. Tentunya seorang warga negara juga memiliki hak dan kewajiban yang bisa mereka 

peroleh dan mereka lakukan. Hak warga negara yaitu, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, 

hak mendapat kesejahteraan dan kenyamanan baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan fasilitas 

negara (NI’AM IMANA, 2019). Warga negara juga memiliki hak ikut serta dalam upaya bela negara 

serta hak bersuara (Cerdas & Afandi, 2019). Sedangkan kewajiban warga negara yaitu, mematuhi 

peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti peraturan lalu lintas serta peraturan tertulis dalam UU 

(Kholid et al., 2020). Seorang warga negara juga memiliki kewajiban dalam membayar pajak, selain itu 

seorang warga negara juga berkewajiban ikut dalam upaya bela negara (Soepandji, 2018). 

Hubungan Antara Hak dan Kewajiban 

Dalam teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, hak dan kewajiban memiliki 

hubungan yang timbal balik. Setelah penyebaran kuisioner para responden serentak memberi jawaban 

bahwa hak dan kewajiban adalah kedua hal yang saling berhubungan satu sama lain. 

Berikut perspektif beberapa mahasiswa/i yang bersedia menjadi responden angket yang telah 

disebarkan mengenai hubungan antara hak dan kewajiban. 

Perspektif mengenai hubungan antara hak dan kewajiban:  

1. Setiap ada hak yang diterima akan menimbulkan kewajiban. 

2. Tanpa kewajiban hak bisa saja tidak terpenuhi. 

3. Ketika seseorang mendapatkan hak, secara otomatis orang tersebut akan mempunyai kewajiban. 

4. Jika seseorang mempunyai hak maka kita juga mempunyai kewajiban. 

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa, hak dan kewajiban saling berhubungan. Hak 

tidak akan diperoleh apabila kewajiban tidak dilakukan terlebih dahulu (Sendy, 2019). Jika seseorang 

mendapatkan haknya, maka otomatis akan ada kewajiban yang harus dilakukan dengan rasa tanggung 

jawab. Begitu pun sebaliknya jika seseorang mempunyai kewajiban, maka nantinya akan mendapatkan 

hak yang seharusnya mereka dapat. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban 

mempunyai hubungan atau relevansi yang benar adanya. 

 

SIMPULAN 

Hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh seseorang dan kewajiban merupakan hal yang 

seharusnya seseorang lakukan. Tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, bukan hanya itu negara 

juga memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan dipenuhi. Baik hak dan kewajiban saling 

berhubungan atau berkaitan. Ketika seseorang mendapatkan hak, secara otomatis orang tersebut akan 
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mempunyai kewajiban. Begitu pula sebaliknya, saat seseorang memiliki kewajiban akan suatu hal, 

secara otomatis pasti ia mendapat apa yang menjadi haknya. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa 

hak dan kewajiban mempunyai hubungan atau relevansi yang benar adanya.  
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